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Ringkasan Eksekutif 
 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Presiden berwenang untuk membentuk 
formasi baru dalam kabinetnya dengan membentuk, menggabungkan, atau 
menghapus kementerian/lembaga tertentu. Setiap pilihan tentu berpotensi melahirkan 
risiko yang harus mampu dimitigasi sejak dini. Sebagai contoh, bagaimana kedudukan 
suatu peraturan perundang-undangan yang nomenklatur Menteri/Kepala Lembaga 
yang disebut dalam peraturan tersebut telah berubah atau dibubarkan?  Kondisi ini 
selalu memunculkan diskusi hampir di setiap kabinet baru. 

Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, policy brief ini mengambil 
contoh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipisahkan menjadi dua 
Kementerian tersendiri oleh Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya. Alat 
uji yang digunakan adalah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta perubahannya. Hasil Analisis 
menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur suatu Menteri tidak berdampak kepada 
status Peraturan Menteri yang telah terbit, sepanjang definisi Menteri dirumuskan 
dengan jelas, konsisten dengan teknik penulisan norma hukum, serta tidak 
menyebabkan bias dalam pelaksanaan. 
 
I. Pendahuluan 

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial di mana presiden 
dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih 
kembali untuk satu periode berikutnya1. Dengan fungsi sebagai kepala negara dan 
kepala pemerintahan, Presiden terpilih memiliki kewenangan untuk mengangkat, 
melantik, dan memberhentikan para menteri serta membentuk, mengubah, atau 
menghapus kementerian/lembaga sesuai dengan kebutuhan pemerintahan2. 

 
1 Lihat Pasal 6 dan Pasal 7 Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. 
2 Lihat Pasal 17 Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. 
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Kewenangan ini memungkinkan presiden untuk menyesuaikan struktur kabinet 
dengan visi dan misinya, serta dinamika politik dan kebutuhan administrasi negara. 

Memulai kepemimpinannya Presiden Prabowo Subianto membentuk formasi 48 
(empat puluh delapan) Kementerian3 dalam kabinet Merah Putih, yang salah satunya 
adalah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 
(KLH/BPLH).  Kementerian tersebut pada era presidensial Joko Widodo bernama 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menelurkan 116 Peraturan 
Menteri dalam periode tahun 2019 – 20244.  

Ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak lagi ada, apakah 
akan berimplikasi terhadap 116 Peraturan Menteri LHK tersebut? Peristiwa ini 
menimbulkan berbagai reaksi dan diskusi di kalangan birokrasi dan publik. Keadaan 
ini tentu saja perlu ditelaah dengan tepat agar menghasilkan keputusan yang tepat 
pula, guna menghindari melahirkan tindakan kontraproduktif yang dapat mengalihkan 
fokus dari prioritas utama kementerian. 

Policy Brief ini disusun untuk memberikan analisis cepat mengenai kedudukan 
peraturan menteri yang telah terbit, yang nomenklatur lembaganya diubah atau 
dihapus5 dalam kabinet presidensial terpilih.  Objek analisis dibatasi pada produk 
peraturan perundang-undangan berupa peraturan menteri lingkungan hidup dan 
kehutanan, dengan alat uji berupa Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), dan perubahannya. 
 
II. Permasalahan 

Dalam praktiknya, membuat suatu peraturan perundang-undangan akan 
memerlukan waktu untuk menyusun naskah akademis, mencakup hasil analisis dan 
evaluasi peraturan perundang-undangan, penyusunan rancangan peraturan 
perundang-undangannya, pembahasan antar kementerian, konsultasi publik, 
harmonisasi materi muatan, sampai dengan penetapan oleh pejabat pemerintah yang 
berwenang6.  Hal ini berlaku sama untuk pembentukan peraturan perundang-

 
3 Lihat Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian 
Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024 – 2029. 
4 Dirangkum dari jdih.menlhk.go.id (diakses pada tanggal 20 April 2025). 
5 Contoh Kementerian yang dihapus antara lain: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
6 Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
serta perubahannya, dan peraturan pelaksanaannya. 
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undangan setingkat menteri dengan beberapa penyesuaian7.  Tentu saja hal ini bukan 
suatu pekerjaan yang bisa disulap dalam waktu satu malam. 

Tidak jarang diskusi muncul ketika suatu kementerian/lembaga berencana untuk 
mengubah peraturan menteri/kepala lembaga karena perubahan nomenklatur 
sehingga menimbulkan kebingungan pejabat publik mengenai bagaimana harus 
memperlakukan peraturan perundang-undangan yang sudah terbit. Dapat 
dibayangkan bagaimana jika hal tersebut harus dilakukan terhadap peraturan 
setingkat menteri yang jumlahnya sudah ratusan dan masih berlaku sampai saat ini? 
Hal ini berimplikasi kepada terbukanya peluang pengalihan fokus dari prioritas utama 
kementerian itu sendiri, karena akan banyak waktu yang digunakan untuk 
mempersiapkan daftar peraturan menteri yang masih menggunakan nomenklatur 
lama. Implikasi lainnya terbuka pula potensi terjadinya penundaan pelayanan publik 
seperti penerbitan ketetapan tata usaha negara (KTUN) karena harus menunggu 
peraturan baru hasil penyesuaian nomenklatur.  

Dampak panjang dari kondisi ini hanya akan memperlihatkan ketidakpastian dan 
kebingungan di kalangan pejabat publik dan masyarakat yang sejatinya bisa dihindari 
dengan melakukan penapisan sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun dengan 
latar belakang pendidikan apapun (tidak harus sarjana hukum), yang akan dijabarkan 
pada bagian selanjutnya. 

 
III. Analisis 

Setiap peraturan perundang-undangan dibentuk dengan mengikuti ketentuan 
UU P3 peraturan pelaksanaannya, tidak terkecuali Peraturan Menteri. Hal utama yang 
harus dipahami adalah Peraturan Menteri hanya dapat diakui keberadaannya dan 
memiliki kekuatan hukum sepanjang disusun berdasarkan perintah dari peraturan 
yang lebih tinggi atau disusun berdasarkan kewenangan8.  Berdasarkan ketentuan 
tersebut, sudah tentu materi muatan dari Peraturan Menteri tidak akan keluar dari 
batasan pengaturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  Hal ini sejalan 
dengan ketentuan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, yang intinya 

 
7 Penyesuaian yang dimaksud yaitu penyusunan naskah urgensi.  Dalam praktiknya Kementerian 
Hukum dan HAM mensyaratkan adanya naskah urgensi dalam pengajuan harmonisasi rancangan 
peraturan Menteri.  
8 Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, serta perubahannya. 
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peraturan lebih rendah tidak boleh 
melampaui peraturan yang lebih tinggi, 
sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 
1 berikut. 

Selanjutnya adalah memahami 
bagaimana penulisan jabatan Menteri 
dalam peraturan perundang-undangan. UU 
P3 secara eksplisit menegaskan untuk 
menghindari perubahan nama 
kementerian, penyebutan menteri 
sebaiknya menggunakan penyebutan yang 
didasarkan pada urusan pemerintahan 
dimaksud9.	Mengingat UU P3 merupakan 
hukum khusus (lex specialist)10 di bidang 
pembentukan peraturan perundang-
undangan, setiap pembentukan peraturan 
perundang-undangan lain harus mengacu 
kepada ketentuan UU P3.  

Guna mendapatkan gambaran utuh, kita gunakan contoh Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Permen KLHS).  Langkah pertama, yang perlu 
dilihat adalah mempelajari bagian “Menimbang” pada halaman pertama, untuk 
mengetahui peraturan perundang-undangan apa yang dirujuk oleh Permen KLHS 
sebagai unsur yuridis dari pembentukannya. Hasil penapisan dari langkah pertama 
akan ditemukan bahwa pembentukan Permen KLHS merupakan perintah dari 
peraturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan yang lebih tinggi lagi yakni 
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup11 (UU PPLH).   

 
9 Lihat Lampiran II Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, dan perubahannya. 
10 Dalam ilmu hukum terdapat asas “lex specialis derogate legi generalis” yang artinya jika ada aturan 
hukum yang khusus dan umum yang mengatur suatu hal yang sama, maka aturan hukum khusus akan 
lebih berlaku dan mengesampingkan aturan hukum umum. 
11 Undang - Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menjadi 
Undang – Undang. 
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Gambar 1: Hierarki Peraturan Perundang-
undangan (diilustrasikan dari 
Undang-Undang 12/2011). 
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  Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana gambar 1 
di atas, dan untuk menguji  teknik penormaan dalam Permen KLHS terkait definisi 
Menteri, lakukan langkah kedua, yakni melihat definisi Menteri pada setiap jenis 
peraturan perundang-undangan, yang harus tertulis sama baik di tingkat Undang - 
Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri.  Hasil penapisan langkah 
kedua sebagaimana Gambar 2 berikut. 

 
Langkah ketiga, lakukan analisis mengenai Menteri yang berwenang di bidang 

“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Cari peraturan perundang-
undangan yang secara eksplisit memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri 
tertentu.  Cara paling cepat untuk melakukan analisis dilakukan melalui penapisan 
kewenangan Menteri berdasarkan Kementerian yang dibentuk dalam Kabinet Presiden 
terpilih12.   

Terkait contoh bahasan di atas, penyelidikan dilakukan terhadap pembentukan 
Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup 

 
12 Presiden Prabowo membentuk Kabinet Merah Putih dengan susunan sebagaimana tercantum dalam 
Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
Kabinet Merah Putih Periode 2024 – 2029. 

Gambar 2: Teknik Penulisan Definisi dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang 
Lingkungan Hidup, berdasarkan UU P3. 
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Pasal 1 angka 39: 
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 1 angka 13: 
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 1 angka 7: 
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

UU 32/2009

PERATURAN 
PEMERINTAH 

46/2016

PERMEN LHK 
13/2024

Menimbang: 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pernerintah tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menimbang:
a. ..;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 18, 
Pasal 22, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan… dst;
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dan Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian 
Lingkungan Hidup.  Dalam kedua Peraturan Presiden tersebut disebutkan secara 
eksplisit bahwa Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan 
Hidup dipimpin oleh Menteri/Kepala Badan yang keduanya dijabat oleh satu pejabat 
publik yang sama13. 

Berdasarkan penjabaran di atas, terlihat dengan jelas bahwa Menteri Lingkungan 
Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan pejabat pemerintah 
yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan kebijakan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU PPLH, serta peraturan 
pelaksanaannya.  Perlu untuk menjadi perhatian bahwa tiga langkah di atas akan 
menemukan kendala jika diterapkan kepada suatu produk hukum yang 
penyusunannya tidak mengikuti kaidah UU P3.  Sebagai contoh, menulis definisi 
Menteri sebagai berikut: “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan”14.  Kondisi seperti ini 
memerlukan analisis lebih lanjut mengenai potensi konflik kewenangan jika tidak 
dilakukan perubahan atau penggantian Peraturan Menteri, mengingat saat ini dua 
nomenklatur tersebut diduduki oleh dua Menteri berbeda dalam kabinet merah putih. 

 
IV. Kesimpulan dan Rekomendasi 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis di atas, beberapa poin utama untuk disimpulkan: 
1. Perubahan nomenklatur suatu kementerian tidak serta-merta memerlukan 

perubahan peraturan menteri. 
2. Untuk memastikan suatu Peraturan Menteri dapat dijalankan atau tidak 

pasca perubahan nomenklatur, lakukan tiga langkah: 
a. Pertama, mempelajari status Peraturan Menteri tersebut dengan 

melihat bagian “Menimbang”, untuk melihat hierarki peraturan 
perundang-undangan diatasnya; 

b. Kedua, melihat definisi Menteri yang tertuang dalam peraturan 
perundang-undangan tersebut; dan 

 
13 Lihat Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Lingkungan Hidup, dan Pasal Lihat Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan 
Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 
14lihat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.79/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pengelolaan Perpustakaan Khusus Lingkup 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
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c. Ketiga, menganalisis pejabat pemerintah atau kementerian mana yang 
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan tersebut. 

 
B. Rekomendasi 

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi agar pejabat publik di 
setiap kementerian:  
1. melakukan penapisan menggunakan teknik penapisan sederhana 

sebagaimana dijabarkan dalam policy brief ini; 
2. pelaksanaan teknis penapisan sederhana dalam policy brief ini akan 

membantu kementerian dalam:  
a. menghasilkan keputusan tepat mengenai perlu tidaknya melakukan 

perubahan atau penggantian Peraturan Menteri karena berubahnya 
nomenklatur; dan  

b. menghindari melahirkan tindakan kontraproduktif yang dapat 
mengalihkan fokus dari prioritas utama kementerian. 
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